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Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk

mewujudkan sinergitas dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam
mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah;

. bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan
Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja

Pemerintah Daerah 2023 perlu dilakukan penyesuaian
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode S (lima) tahun.

4. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah perubahan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

6. Kebijakan Umum Perubahan APBD adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan adalah perubahan
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

8. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

9. Bupati adalah Bupati Bantul.

10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD tahun 2023 menjadi dasar penyusunan:
a. rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
b. Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun anggaran 2023; dan
c. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD tahun
anggaran 2023;

(2) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menguraikan perubahan program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

(3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun
2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses
penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun
2023.



(4) Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun anggaran 2023 dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD tahun anggaran 2023
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai dasar
menyusun perubahan APBD tahun anggaran 2023.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
disusun dengan sistematika:

a. BAB 1 : Pendahuluan;

b. BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023;

c. BAB III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah;
d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. BABV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah; dan
f. BAB VI : Penutup.

(2) Rincian sistematika Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal % Agustus 2023

Q' BUPATI BANTUL,

—

y ABDUL HALIM MUSLIH
Diundangkan di Bantul
pada tanggal § Adwtyy #0232

SEKRETARIS ERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS B HARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 28
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan, meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Hasil evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II, menunjukkan bahwa
perlu dilakukan beberapa penyesuaian dalam RKPD Tahun 2023, yang
dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2023 menyatakan bahwa dalam rangka menjaga
konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi,
rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang DAK Fisik
dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik yang telah dibahas
Perangkat Daerah dan mendapat persetujuan K/L pada TA 2023
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berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional DAK

Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,

Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD TA 2023 sesuai

dengan penetapan RK DAK Fisik dimaksud. RK DAK Fisik ditetapkan

setelah Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran

2023 ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN). Rincian TKD Tahun 2023 disampaikan oleh Kementerian

Keuangan kepada Daerah pada tanggal 29 September 2022 melalui

Surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-173/PK/2022 perihal

Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran

2023, sehingga RKPD Tahun 2023 belum mencantumkan kegiatan

bersumber dari DAK Fisik Tahun 2023.

. Adanya perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, antara

lain disebabkan oleh:

1) Penambahan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi untuk
kegiatan padat karya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2) Pergeseran antar rekening belanja.

3) Berita Acara Redesain Dana Keistimewaan Tahap I Tahun 2023.

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, harus

dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2023 yang sebelumnya dituangkan dalam Perubahan RKPD

Tahun 2023.

. Pemenuhan persyaratan kesiapan (readiness criteria) pelaksanaan

rencana kegiatan Tahun 2024, seperti Masterplan, DED, dll.

. Perubahan target pendapatan retribusi.

. Pemenuhan kebutuhan pergeseran anggaran kegiatan pada Perangkat

Daerah.

Menindaklanjuti temuan BPK RI tentang:

- Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan
Pengaturan Keistimewaan melalui Desain Perencanaan dan
Implementasi Kegiatan yang Dibiayai Dana Keistimewaan TA. 2018

s.d. Semesterl TA 2022.
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- Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Upaya Penyediaan Akses Air
Minum Layak dan Aman Tahun Anggaran 2020 s.d Semester 1 TA
2022.

Adanya kebijakan pemerintah pusat agar Daerah menyediakan dana

pendamping dari APBD untuk PDAM.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menjaga konsistensi

antar dokumen perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran perlu disusun Perubahan RKPD Tahun 2023.

1.2,

Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun

2023 adalah sebagai berikut:

a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5339);

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005
Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang

Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
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Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 70);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73)
sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 20222 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);

. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2022 Nomor 53);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33
Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul
Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja
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Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2023 Nomor 33).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 merupakan dokumen
perencanaan daerah yang disusun untuk menjaga konsistensi antara
perencanaan dan pengganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan
pengawasan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan. Selain itu,
penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dimaksudkan
untuk dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian berbagai

sumber daya yang tersedia dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023
adalah tersusunnya landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun 2023, dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (PPASP-APBD) Tahun 2023 untuk menyusun Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2023.

1.4. Sistematika Dokumen

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun
dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab I PENDAHULUAN
Bab ini memuat gambaran umum penyusunan dokumen
Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang
mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud
dan tujuan, serta sistematika dokumen.
Bab II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023
Bab ini menguraikan evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 sampai
dengan Triwulan II dan permasalahan pembangunan daerah
yang mendasari perlunya disusun Perubahan RKPD Tahun

2023.



Bab III

Bab IV

Bab V

Bab VI
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KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan rancangan ekonomi dan keuangan daerah
yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro semester
pertama Tahun 2023 dan proyeksi semester kedua Tahun 2023,
serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang
diperlukan pada Tahun 2023.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan sasaran dan prioritas pembangunan
daerah, yaitu penjabaran tema atau agenda pembangunan
pemerintah daerah.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu
pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima
manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami
perubahan.

PENUTUP
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BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II
TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 th 2017 mengamanatkan
Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di setiap
tahunnya. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk
menjamin terlaksananya kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan
target yang telah ditetapkan, serta adanya umpan balik terhadap
kebijakan tersebut.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu
proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan
keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efektif
dan efisien. Berdasarkan Permendagri tersebut maka dilakukan
pengendalian dan  evaluasi terhadap  pelaksanaan  kebijakan
pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD). Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD menjadi dasar
dilakukannya perubahan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Bantul Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan
hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.
RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati
nomor 52 Tahun 2021 pada tanggal 5 Juli 2021.

Tema RKPD Tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan
Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi

Inklusif’, yang dirumuskan ke dalam 6 prioritas pembangunan dan 11

II-
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sasaran Daerah.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program
prioritas yang secara khusus berhubungan dengan  capaian
sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit
bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Sinergitas prioritas
pembangunan daerah dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana

ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Sinergitas Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023
dengan Sasaran Daerah

No PRIORITAS KABUPATEN SASARAN KABUPATEN BANTUL
BANTUL DALAM RKPD TAHUN 2023
1 | Pengurangan Kemiskinan Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan
anak
Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu
pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat
yang tinggi
Peningkatan Kualitas SDM Ternggdnya pemerataan dan daya saing
5 | (Pendidikan, Kesehatan dan Pendidikan

Budaya) dan Pencapaian Terwujudnya pelestarian dan pengembangan
Kabupaten Layak Anak (KLA) | budaya daerah

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang

harmonis
Penguatan Ekonomi Sektor Terwujudnya pemerataan pendapatan
Unggulan
Pemantapan Layanan Publik | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan
Berbasis IT yang berkinerja tinggi dan akuntabel
Peningkatan Infrastruktur Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik

S | Kewilayahan dan Pendukung
Ekonomi Kewilayahan

6 | Peningkatan Kualitas Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
Lingkungan Hidup

Terwujudnya penurunan risiko bencana

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2023 (diolah)

Setiap sasaran pembangunan daerah didukung oleh program dan
kegiatan untuk mencapai target kinerja sasaran daerah yang telah
ditetapkan. Untuk melihat capaian pelaksanaan kegiatan dilakukan
evaluasi melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD setiap triwulan.

Penilaian digunakan untuk mengetahui:

II-
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a. Realisasi fisik dan keuangan yang terserap antara target yang
direncanakan dengan laporan realisasi APBD setiap Triwulan
b. Capaian sasaran daerah yang ditunjukkan dari hasil evaluasi

pelaksanaan program kegiatan yang mendukung sasaran daerah.

Hasil evaluasi terhadap RKPD tahun 2023 Triwulan II sampai
dengan bulan Juni 2023 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Program : 382 Program

b. Jumlah Kegiatan : 857Kegiatan

c. Jumlah Sub Kegiatan : 2.619 Sub kegiatan
d. Jumlah OPD : 53 OPD

e. Pagu Belanja Daerah (APBD) : Rp 2.406.376.986.992,-
Pagu Belanja Daerah mengalami perubahan di TW 1 karena adanya
tambahan dari BKK Provinsi untuk tenaga kerja sebanyak
Rp33.750.000.000 menjadi Rp.2.440.126.986.992,-
Pagu anggaran tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan
tahun 2022 sebesar Rp2.453.501.989.507,- (perubahan APBD)
sebesar Rp47.125.002.515,- atau 1,92%.

2.1.1 Realisasi fisik dan keuangan yang terserap antara target yang
direncanakan dengan laporan realisasi APBD Triwulan II

Jumlah anggaran belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan 6
(enam) prioritas dan 11 (sebelas) sasaran pembangunan pada Tahun 2023
adalah sebesar Rp2,440,126,98 6,992 dengan serapan anggaran oleh
seluruh perangkat daerah sampai dengan bulan Juni 2023 mencapai
Rp1,184,542,822,629.34 atau sekitar 48,54% terhadap total belanja. Hasil
evaluasi realisasi kinerja fisik dan keuangan pada Triwulan II sampai
dengan akhir bulan Juni 2023 masing-masing dapat dilihat sebagaimana

gambar berikut:
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=@ Realisasi Fisik 3.50 9.10 28.05 40.00 49.40 58.30

Sumber: Hasil Timbal Balik Pengendalian TW II Kabupaten Bantul, 2023

Gambar 2.1 Target dan Realisasi Fisik (%) Kabupaten Bantul s.d TW II Tahun 2023

Grafik di atas menunjukkan capaian realisasi fisik sampai dengan

Triwulan II pada bulan Juni tahun 2023 sebesar 58,30%, capaian ini lebih

rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 65,27%. Beberapa

penyebab belum tercapainya target kinerja fisik adalah:

a.

Lelang pekerjaan tertunda karena menyesuaikan perhitungan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta proses ijin Bupati untuk belanja
barang dengan TKDN kurang dari 40%;

Kegiatan sosialisasi dengan melibatkan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dihentikan sebagai tindak lanjut catatan BPK;

Pada kegiatan pengadaan barang, sudah dilakukan kontrak namun

barang belum dikrim;

Proses pembelian lahan untuk griya sehat belum dapat dilaksanakan
karena masih menunggu Berita Acara Perubahan I Program Kegiatan

Dana Keistimewaan; dan

Adanya revisi DPA sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda

dari jadwal semula.

Selanjutnya target realisasi keuangan sampai bulan Juni 2023

sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.2 Target dan Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Keuangan
Bulan i T lisasi*
Belanja Pagu Target TW 2 (Rp) “(‘f,’/og)et Realisasi* (Rp) Rea((;;as‘
BELANJA
OPBRASI 1,845,799,812,450.00 | 1,172,736,802,641.00 | 64% 954,109,609,119.48 | 51,69
E:g‘g:i 931,385,458,392.00 662,432,078,558.00 | 71% 570.787.800.081 61,28
s.d. Belanja
Juni | Barang dan 839,102,436,309.00 460,433,902,833.00 | 55% 352.520.135.738,48 | 42,01
2023 Jasa
ﬁféf}’fa 70,034,615,449.00 46,420,821,250.00 | 66% 27.963.673.300 38,48
Belanja
Bantuan 5,277,302,300.00 3,450,000,000.00 | 65% 2.838.000.000 | 53,78
Sosial
I\Ba%l]';‘fim 230,921,374,206.00 69,072,253,386.00 | 30% 40.740.451.519.86 | 17,64
BELANJA
TIDAK 23,978,266,839.00 12,038,133,420.00 | 50% 212.358.800 1,09
TERDUGA
BELANJA
TRANSFER 339,427,533,497.00 278,341,048,597.00 | 82% 189.480.403.190 | 55,82
TOTAL 2,440,126,986,992.00 | 1,533,088,238,044.00 | 63% | 1,184,542,822,629.34 48,54

Sumber: Hasil Timbal Balik Pengendalian TW I dan TW II Kabupaten Bantul, 2023

Target dan realisasi keuangan dalam bentuk grafik sebagaimana gambar berikut:

REALISASI KEUANGAN
(PERSEN)

e=@ueTarget
e=@mmRealisasi Keuangan 2.91

-
-

120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

Jan = Feb

0,00

Mar = Apr  Mei Juni

Juli

Ags

Sep Okt Nov Des

10.00 22.00 30.98 48.00 55.00 63.00 73.00 79.00 84.00 91.00 93.00 100.00
7.99 21.39 32.65 42.16 48.54

Sumber: Hasil Timbal Balik Pengendalian TW II Kabupaten Bantul, 2023
Gambar 2.2 Target dan Realisasi Fisik (%) Kabupaten Bantul s.d TW II 2023
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Grafik di atas menunjukkan realisasi keuangan sampai dengan

Triwulan II Tahun 2023 berada di bawah target. Pada bulan Juni capaian

realisasi keuangan sebesar 48,54% masih di bawah target yang sebesar

63,00. Belum optimalnya realisasi keuangan disebabkan adanya

beberapa faktor penghambat antara lain:

1.
2.

10.

Lelang pekerjaan tertunda karena menyesuaikan perhitungan TKDN;

Kegiatan sosialisasi dengan melibatkan anggota Dewan dihentikan
sebagai tindak lanjut catatan BPK;

Terdapat kontrak pengadaan barang yang telah dilakukan, namun
barang belum dikirim;

Adanya revisi DPA sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda
dari jadwal semula;

Realisasi hibah menunggu hasil review dari Inspektorat, untuk hasil
sementara ditemukan kegiatan hibah yang bisa dilaksanakan dan
tidak bisa dilaksanakan;

Belanja bantuan sosial baru selesai tahap proses verifikasi dan
pengajuan SK bagi penerima bansos;

Proses pembelian lahan untuk griya sehat belum dapat dilaksanakan
karena masih menunggu Berita Acara Perubahan [ Dana
Keistimewaan;

Lelang pekerjaan tertunda karena menyesuaikan perhitungan TKDN
serta proses ijin Bupati untuk belanja barang dengan TKDN kurang
dari 40%;

Bagi hasil retribusi belum dapat didistribusikan karena menunggu
peraturan bupati tentang pengelolaan bagi hasil retribusi tahun 2023;
Untuk kegiatan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat
Padukuhan (PPBMP) masih ada 8 kalurahan yang belum melengkapi
syarat pencairan,;

Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan yang dimuat dalam

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan perubahan tahap I

dengan realisasi penyelenggaraan Urusan Keistimewaan sampai dengan

Triwulan II. Kabupaten Bantul mendapatkan Dana Keistimewaan TA 2023

sebesar Rp 52.242.084.150,- dengan realisasi kinerja keuangan sebesar
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Rp 3.679.451.287,- (10,71%). Realisasi serapan dana keistimewaan
sampai dengan tahap I Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Laporan Kinerja Pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan Triwulan II

(Tahap I) Kabupaten Bantul Tahun 2023

Target Kumulatif Realisasi Fisik
Penyalura Realisasi Tahap I
Pagu Anggaran nTahap I Penyerapan terhadap ) .
UG Ugusas (s.d Juni2023) Keuangan Triwulan pagu satu Triwulan II | Kumulatif
IX(s.d Juni 2023) tahun
(Rp) (Rp) (Rp) (%) (%) (%) (%)
Rp Rp Rp
1 [Kelembagaan 4.733.035.000 4.052.199.500 590.467.640| 14,57% 12,48% 26,60% 25,27%
Rp Rp Rp
2 |Kebudayaan 37.416.281.150] 22.055.623.850] 2.383.248.687| 10,81% 6,37% 24,59% 18,63%
Rp Rp Rp
3 [Pertanahan 5.988.418.000 5.077.134.440 678.269.960| 13,55% 11,33% 41,74% 42,26%
Rp Rp
4 [Tata Ruang 4.104.350.000 3.250.187.250[ Rp 27.465.000] 0,85% 0,67% 10,33% 6,49%
JUMLAH Rp Rp Rp
52.242.084.150 34.365.145.0403.679.451.287| 10,71% 7,04% 25,98% 20,98%

Sumber: BPKPAD Bantul, SP2D per 30 Juni 2023

Tabel tersebut menunjukkan capaian realisasi fisik maupun
penyerapan keuangan sampai dengan Triwulan II masih sangat rendah.
Belum maksimalnya serapan anggaran disebabkan adanya beberapa
kendala diantaranya terkait penggunaan SHBJ yang semula
menggunakan standar Pemerintah DIY disesuaikan dengan standar
Pemerintah Kabupaten Bantul, sehingga dilakukan revisi rincian harga
serta penambahan volume pada redesain agar capaian serapan pada
periode selanjutnya dapat maksimal.

Realisasi kinerja fisik sampai dengan Triwulan II sebesar 25,98%
atau 20,98% dari target 1 tahun. Persentase realisasi fisik tertinggi pada
Urusan Pertanahan sebesar 42,26% dan terendah pada urusan Tataruang
sebesar 6,49%.

Secara umum faktor penghambat dan pendukung keberhasilan realisasi
kinerja Dana Keistimewaan sebagai berikut.
1. Faktor Penghambat:

a. Belum adanya persamaan persepsi dalam pemahaman terkait

Peraturan Gubernur DIY Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51

Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya

Umum Tahun Anggaran 2022.
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b. Adanya keterlambatan dalam pencairan tahap II sehingga
menghambat pelaksanaan kegiatan dikarenakan skema penyerapan
anggaran yang ditanggung bersama (tanggung renteng)
kabupaten/kota lain di DIY.

2. Faktor pendukung keberhasilan:
a. Adanya komitmen dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah
b. Sudah adanya aplikasi Kenes

c. Adanya pendampingan dari Paniradya Kaistimewan.

2.1.2 Capaian sasaran daerah yang ditunjukkan dari hasil evaluasi
pelaksanaan program kegiatan yang mendukung sasaran daerah

sampai dengan Triwulan II

Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD sampai dengan
Triwulan II Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan sasaran dan prioritas
pembangunan yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan Kabupaten
Bantul dijabarkan ke dalam sasaran Perangkat Daerah (PD) yang
didukung oleh program kegiatan PD. Keberhasilan setiap sasaran daerah
sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program pembangunan
daerah yang dilaksanakan sesuai dengan urusan serta tugas pokok dan
fungsi PD. Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD
menggunakan formulir Evaluasi Hasil RKPD (Lampiran E.60 Permendagri
No.86 Tahun 2017).

Capaian kinerja fisik dan keuangan program yang mendukung
sasaran daerah pada Triwulan II Tahun 2023 secara rinci dapat dilihat
pada hasil evaluasi RKPD dengan menggunakan format Lampiran E.60
Permendagri No. 86 Tahun 2017 disajikan pada buku II yang menjadi
bagian tidak terpisahkan dari dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi pada Triwulan II sebagaimana diuraikan
di atas selanjutnya dilakukan pencermatan program dan kegiatan untuk
mengidentifikasi kegiatan yang dapat dilakukan percepatan maupun yang
tidak dapat dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran dengan

memperhatikan:
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1. Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari
kegiatan,;
Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan

Efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation”

antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan
kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Perumusan permasalahan
pembangunan daerah diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor

yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan

daerah.
2.2.1. Permasalahan Pembangunan Daerah per Urusan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dijabarkan sesuai

bidang/urusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perumusan permasalahan pembangunan

Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2023

Bidang
Urusan

OPD
Penanggungjawab

Permasalahan Perubahan

Faktor Penentu
Keberhasilan (Solusi)

I. Urusan Wajib

berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Dinas Pendidikan,

Adanya kekurangan
pembayaran Tunjangan
Profesi Guru (TPG) dan

Penambahan belanja
DAK Non Fisik untuk

pemusnahan obat, serta
sarana prasarana Labkesda

Pendidikan gtlepgmudaan dan Tunjangan Khusus Guru Pembayaran TPG dan
ahrasa (TKG) Tahun 2022 yang TKG
bersumber dari DAK Non Fisik
Belum tersedianya dokumen
perencanaan untuk | Penambahan belanja
penambahan ruangan RSUD | penyusunan DED
Saras Adyatma
Belum tersedianya akreditasi
Kesehatan Dinas Kesehatan untuk 13 Puskesmas,
pembelian obat, alat dan Penambahan
reagen viral load HIV, anggaran

Penambahan belanja
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Bidang OPD Permasalahan Perubahan Faktor Penentu
Urusan Penanggungjawab Keberhasilan (Solusi)
Penggunaan Silpa BLUD
RSUD dan Puskesmas Tahun | dari Silpa BLUD
2022
Pekerjaan Adanya temuan hasil Perceseran Aneoaran
Umum dan DPUPKP pemeriksaan BPK yang harus an tir sub ke ii%an
Tata Ruang ditindaklanjuti. glatam.

II. Urusan Wajib

Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi

Adanya Silpa DBHCHT

Penambahan
anggaran untuk
kegiatan pelatihan
bersumber DBHCHT

Pembantuan Tahun 2024

Dinas Terdapat anggaran untuk
Pemberdayaan .
Pemberdayaan Desa Prima, namun belum Pengurangan
Perempuan
dan Perempuan, mencakup seluruh Desa anggaran pada
. Perlindungan Anak, | Prima yang baru dibentuk, subkegiatan
Perlindungan ; . . .
Anak Pengendalian sehingga masuk di tahun dimaksud
Penduduk dan KB 2024.
Lingkungan Dinas Lingkungan | Terdapat sisa dari pengadaan Zrelng: ;:r?gaarzla sub
Hidup Hidup ITF Modalan. &8 p
kegiatan
Belum tersedianya
. pengembangan aplikasi SIM
Dinas .
Pemberdayaan Pamong dan Sipilampuh serta | Penambahan
Pemberdayaan .
Masyarakat Studi Kelayakan anggaran untuk
Masyarakat : .
dan Desa Pembangunan PAB kegiatan dimaksud
Kalurahan . . .
tindaklanjut hasil
pemeriksaan BPK RI
Belum termutahirkannya data
Koperasi, Dinas Koperasi koperasi, UKM dan industri
Usaha Kecil UKM, dalam aplikasi SIDAKUI, dan Penambahan
dan Perindustrian dan adanya kekurangan sarana anggaran
Menengah Perdagangan prasarana Bantul Online Shop
(BOS)
Belum teranggarkannya DED
. untuk pembangunan Gedung
Dinas
Perpustakaan | Perpustakaan dan layanan perpustakaan tahun Penambahan
Arsi 2024 bersumber DAK dan anggaran
p pengadaan buku untuk Pojok
Baca
III. Urusan Pilihan
Belum tersedianya dokumen
perencanaan untuk Balai
Kelautan dan | Dinas Kelautan Ben1h Ikan di ‘Sar.lde'n yang Penambahan
Perikanan dan Perikanan menjadi lokasi prioritas DAK anggaran
Tematik Kawasan Strategis
Produksi Pangan (KSPP) tahun
2024
Belum tersedianya dokumen
. . o perencanaan Creative Park Penambahan
Pariwisata Dinas Pariwisata
untuk usulan Tugas anggaran
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Bidang OPD Permasalahan Perubahan Faktor Penentu
Urusan Penanggungjawab Keberhasilan (Solusi)
Belum tersedianya kajian
tindak lanjut hasil
Dinas Ketahanan pemeriksaan BPK untuk
. . Penambahan
Pertanian Pangan dan penyediaan Cadangan Beras anoearan
Pertanian Pemerintah Kabupaten (CBPK) &8
dan fasilitasi agribisnis
kedelai
Dinas Koperasi, Belum tersedianya akses
Perdaganean UKM, difabel di pasar Imogiri dan Penambahan
gang Perindustrian dan rehab kantor pengelola pasar anggaran
Perdagangan Mangiran.
. . Dinas Tenaga Kerja | Belum tersedianya biaya Penambahan
Transmigrasi . . .
dan Transmigrasi pemberangkatan transmigran [ anggaran
Dinas Koperasi, . .
. . UKM, Belum tersedianya appr.alsal Penambahan
Perindustrian . . tanah Kawasan Industri
Perindustrian dan Pivunean anggaran
Perdagangan yung
IV. Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
Funesi Badan Belum tersedianya dokumen
gsl Perencanaan kajian tindak lanjut hasil Penambahan
Penunjang .
Pembangunan temuan BPK tentang air anggaran
Perencanaan .
Daerah minum
. Badan Pengelola Belgm tel.‘se.dlanya r§ward
Fungsi hasil penilaian kinerja
. Keuangan, . Penambahan
Penunjang Kalurahan dan masih
Keuangan Pendapatan dan kurangnya anggaran belanja anggaran
Aset Daerah S
listrik
Fungsi
Penunjang Badan . Adanya kelebihan honor
5 Kepegawaian dan . .
Kepegawaian tenaga outsourcing (sopir, Pengurangan
Pengembangan
serta Sumber Dava tenaga keamanan dan anggaran
Pendidikan Manusia Y kebersihan)
dan Pelatihan
4. Fungsi Penunjang lainnya
Fungsi
Penunjang Setda Bagian Belum tersedianya bantuan Penambahan
T anggaran untuk
Perumusan Hukum hukum warga miskin
s bantuan hukum
Kebijakan

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2023 (diolah)

Perumusan permasalahan pembangunan daerah di atas dilakukan

terhadap setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah

berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun

2023.

Sementara

itu terkait penyelenggaraan Urusan Keistimewaan

dilaksanakan melalui 4 (empat) urusan yakni Urusan Kelembagaan,

Pertanahan, Tata Ruang dan Kebudayaan. Permasalahan penyelenggaraan
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Urusan Keistimewaan secara umum berupa penyesuaian antara SHBJ
Pergub DIY No.10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang
Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022
dengan Perbup Bantul No.67 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2021 Tentang Standardisasi Harga
Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Secara
spesifik permasalahan dan solusi yang dapat dilakukan sebagaimana

tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.5 Permasalahan dan Solusi pada Urusan Keistimewaan

Tahun 2023.
OPD Faktor Penentu
No Penanggung- Permasalahan Perubahan Keberhasilan (Solusi)
jawab
BKPSDM Penyelenggaraan diklat dalam - Pelaksanaan setelah

rangka internalisasi budaya

ada telaah dari Biro

Pangan dan
Pertanian

yang semula direncanakan
berupa bongkar ratoon
pertanaman tebu menjadi
bongkar dan rawat ratoon.

pemerintahan DIY belum dapat Hukum DIY
dilaksanakan.
Dinas Ketahanan Adanya perubahan kegiatan - Menyesuaikan

proses Perubahan
Tahap I

Dinas Koperasi,
UKM,
Perindustrian dan
Perdagangan

Penempatan rekening belanja
bahan percontohan pelatihan
tidak sesuai

- Penyesuaian
penempatan
rekening belanja

Dinas Pekerjaan

Belum dilaksanakannya review

- Review DED segera

Umum dan terhadap DED Taman Budaya dilaksanakan
Kawasan

Permukiman

Dinas Perubahan penyelenggaraan - Penyesuaian sub
Penanaman inovasi Gerakan Membantu kegiatan Dana
Modal dan Perizinan Langsung (GAMPIL) Keistimewaan dan
Pelayanan semula di Bagian Organisasi penambahan
Terpadu Satu anggaran

Pintu

Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

Belum adanya padat karya
keistimewaan

- Penyesuaian sub
kegiatan Dana
Keistimewaan dan
penambahan
anggaran

Sumber: Bappeda 2023, Diolah
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BAB III
KERANGKA EKONOMI
DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kerangka Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Kerangka ekonomi makro tahun 2023 disusun berdasarkan kondisi
perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2022 dan Triwulan I tahun
2023, masalah-masalah yang harus diselesaikan dan tantangan yang
harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang
‘untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis,
Sejahtera dan Berkeadilan. Kerangka ekonomi makro meliputi
pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pengangguran, kemiskinan,
distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah. Secara
umum kondisi ekonomi Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh kondisi
capaian indikator makro ekonomi Nasional dan Daerah Istimewa

Yogyakarta.

3.1.1 Kondisi Capaian Indikator Makro Ekonomi Nasional.

Pemerintah memperkirakan ketidakpastian masih mewarnai
perekonomian global. Setidaknya ada empat tantangan besar yang sedang
dan akan dihadapi perekonomian global ke depan yakni tensi geopolitik,
arus digitalisasi, perubahan iklim, dan risiko pandemi. Tekanan berat juga
masih menghadang perekonomian global di tahun 2023 seperti laju inflasi
global yang masih belum kembali ke level prapandemi sehingga suku
bunga acuan global masih bertahan “higher for longer”. Akibatnya,
likuiditas global masih akan ketat sehingga ‘cost of fund’ juga masih tetap
tinggi. Di sisi lain, ruang fiskal di banyak negara juga semakin terbatas
dengan meningkatnya utang akibat pandemi. Dengan berlanjutnya kondisi

ini, maka potensi arus investasi semakin terhambat.
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